
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  52  TAHUN  2005 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN 

LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang   :  bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, 
Pasal 29 ayat  (2), Pasal 32 ayat  (2), Pasal 33 ayat  (8), dan Pasal 
55 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, per lu  menetapkan Peratu ran Pemer intah tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Ber langganan; 

 
 
Mengingat     : 1. Pasal 5 ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4252); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal   1 
 

Dalam Peratu ran Pemer intah in i yang dimaksud dengan: 
 
1. Siaran, Penyiaran, Penyiaran Radio, Penyiaran Televisi, Siaran 

Iklan, Siaran Iklan Niaga, Siaran Ik lan Layanan Masyarakat, 
Spektrum Frekuensi Radio, Lembaga Penyiaran, Pemerintah, 
dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran. 

 
2. Lembaga  . . . 
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2. Lembaga Penyiaran Ber langganan adalah penyelenggara 
penyiaran yang bersifat  komersial berbentuk  badan 
hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya 
menyelenggarakan jasa penyiaran ber langganan. 

 
3.  Layanan Penyiaran Ber langganan adalah layanan 

pemancar luasan atau  penyalu ran mater i siaran secara 
khusus kepada pelanggan melalu i radio, televisi, 
mu lt imedia, atau  media informasi lainnya. 

 
4. Salu ran Ber langganan adalah spek trum frekuensi 

elek tromagnet ik  yang disalu rkan melalu i kabel dan/ atau  
spek trum frekuensi yang digunakan dalam suatu  sistem 
penyiaran ber langganan sehingga dapat menyediakan 
suatu  program siaran ber langganan. 

 
5. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara 

siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia 
dan khalayak  sasaran. 

 
6. Forum Rapat Bersama adalah suatu  wadah koordinasi 

antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemer intah di 
t ingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk  
mener ima atau  menolak  permohonan izin penyelenggaraan 
penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran. 

 
7. Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia 

yang ber t indak  untuk  dan atas nama badan hukum 
Indonesia. 

 
8. Pelanggan adalah perseorangan atau  badan hukum yang 

menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Ber langganan 
dengan cara membayar iu ran. 

 
9. Menter i adalah menter i yang ruang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informat ika. 
 
10. Komisi Penyiaran Indonesia selanju tnya disebu t KPI, 

adalah lembaga negara yang bersifat  independen yang ada 
di pusat dan di daerah, sebagai wu jud peran ser ta 
masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan 
wewenangnya diatu r  dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

 
 

BAB  II  . . . 
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BAB II 
 

PENDIRIAN DAN PERIZINAN 
 

Bagian Pertama 
Umum 

 
Pasal  2 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan diselenggarakan 

berdasarkan k lasifikasi sebagai ber iku t : 
a. penyiaran ber langganan melalu i satelit ; 
b. penyiaran ber langganan melalu i kabel; dan 
c. penyiaran ber langganan melalu i terestr ial. 
 

(2) Penyelenggaraan penyiaran berlangganan ditujukan untuk 
penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara 
siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada 
pelanggan. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran 

berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 
 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pendir ian 

 
Pasal  3 

 
(1)  Lembaga Penyiaran Ber langganan harus memenuhi 

persyaratan sebagai ber iku t : 
a. didir ikan oleh warga negara Indonesia; 
b. didir ikan dengan bentuk  badan hukum Indonesia 

berupa perseroan terbatas; 
c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa 

penyiaran ber langganan; 
d. modal awal usahanya harus selu ruhnya dimilik i oleh 

warga negara Indonesia dan/ atau  badan hukum 
Indonesia yang selu ruh sahamnya dimil ik i oleh warga 
negara Indonesia; 

 
(2)  Ketentuan lebih lanju t  mengenai persyaratan pendir ian 

Lembaga Penyiaran Ber langganan diatu r  dengan Peratu ran 
Menter i. 
 
 

Bagian . . . 
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Bagian Ket iga 
Tata Cara dan Persyaratan Per izinan 

 
Pasal  4 

 
(1)  Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran 

Ber langganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan 
penyiaran. 

 

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga 
Penyiaran Berlangganan, Pemohon mengajukan permohonan 
izin tertu lis kepada Menter i melalu i KPI dengan mengisi 
formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. 

  

(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu ) berkas untuk  
Menter i dan 1 (satu ) berkas untuk  KPI dengan 
melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, 
dan data teknik  penyiaran sebagai ber iku t : 
 

a. Persyaratan administrat if: 
1. latar  belakang maksud dan tu juan pendir ian ser ta 

mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran 
Ber langganan yang akan diselenggarakan; 

2. ak ta pendir ian perusahaan dan perubahannya 
beser ta pengesahan badan hukum atau  telah 
terdaftar  pada instansi yang berwenang; 

3. susunan dan nama para pengelola penyelenggara 
penyiaran; 

4. studi kelayakan dan rencana ker ja; 
5. u raian tentang aspek permodalan; 
6. uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dar i 

iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan 
terkait  dengan penyelenggaraan penyiaran; 

7. daftar  media cetak , Lembaga Penyiaran Swasta jasa 
penyiaran radio, dan/ atau  Lembaga Penyiaran 
Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimilik i 
oleh Pemohon; 

8. u raian tentang struk tu r  organisasi mu lai dar i unit  
ker ja ter t inggi sampai dengan unit  ker ja terendah, 
termasuk u raian tata ker ja yang melekat pada set iap 
unit  ker ja. 

 

b. Program siaran: 
1. u raian tentang format salu ran, sumber mater i acara, 

khalayak  sasaran dan daya saing (kompet isi); 
 

2. jumlah . . . 
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2. jumlah salu ran/ program, nama program dan isi 
program yang akan disalu rkan; 

3. pola acara siaran har ian dan mingguan. 
 

c. Data teknik  penyiaran: 
1. daftar  inventar is sarana dan prasarana yang akan 

digunakan ser ta perhitungan biaya investasinya; 
2. gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran 

serta tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang 
pemancar;   

3. spesifikasi teknik  dan sistem peralatan yang akan 
digunakan beser ta diagram blok  sistem 
konfigurasinya; 

4. usu lan salu ran frekuensi dan kontu r  diagram 
pancar yang diinginkan khusus untuk  Lembaga 
Penyiaran Ber langganan melalu i terestr ial. 

 
Pasal  5 

 
(1) Setelah mener ima berkas surat  permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (3), KPI melakukan 
pemer iksaan kelengkapan persyaratan program siaran 
sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat  (3) huru f b. 

 

(2) Setelah mener ima berkas surat  permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (3), Menter i melakukan 
pemer iksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan 
data teknik  penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat  (3) huru f a dan huru f c. 
 

(3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (3) t idak  
dipenuhi, KPI dan/ atau  Menter i member itahukan secara 
ter tu lis kepada Pemohon atau  kuasanya agar persyaratan 
tersebu t dilengkapi paling lama 15 (l ima belas) har i ker ja 
terhitung sejak  tanggal diter imanya surat  pember itahuan. 

 

(4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan t idak 
dipenuhi dalam jangka waktu  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan 
permohonannya atau  mengundurkan dir i. 

 

(5) Dalam jangka waktu  paling lama 30 (t iga pu luh) har i ker ja 
sejak  dipenuhinya persyaratan dan kelengkapan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  
(3), KPI melakukan evaluasi dengar  pendapat dengan 
Pemohon. 

(6) Dalam . . . 
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(6) Dalam jangka waktu  paling lama 15 (l ima belas) har i ker ja 
terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI 
menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan 
penyiaran dan mengusu lkan alokasi dan penggunaan 
spek trum frekuensi radio kepada Menter i. 

 

(7) Menter i dalam jangka waktu  paling lama 15 (l ima belas) 
har i ker ja terhitung sejak  diter ima rekomendasi kelayakan 
penyelenggaraan penyiaran dan usu lan alokasi dan 
penggunaan spek trum frekuensi radio dar i KPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI 
dan instansi terkait  untuk  mengadakan Forum Rapat 
Bersama. 

 

(8) Menter i dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap 
permohonan yang belum memperoleh rekomendasi 
kelayakan setelah 60 (enam pu luh) har i ker ja sejak  
diter imanya permohonan oleh Menter i. 

 

(9) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat  
(7) diselenggarakan dalam rangka pember ian persetu juan 
atau  penolakan  izin penyelenggaraan penyiaran melalu i 
penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan 
penyelenggaraan penyiaran dan usu lan alokasi dan 
penggunaan spek trum frekuensi radio dar i KPI ser ta 
terpenuhinya persyaratan   sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat  (3).   
 

(10) Menter i menerbitkan kepu tusan persetu juan atau  
penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan 
hasil kesepakatan dar i Forum Rapat Bersama.  

 

(11) Keputusan persetu juan atau  penolakan izin 
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menter i paling lambat 30 
(t iga pu luh) har i ker ja sejak  ada kesepakatan Forum Rapat  
Bersama. 

 

(12) Keputusan persetu juan atau  penolakan izin 
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalu i KPI. 

 
Pasal  6 

 

Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah 
Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Ber langganan 
melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk 
frekuensi radio, dilaksanakan seleksi  oleh Menteri bersama 
KPI dalam Forum Rapat Bersama. 

Pasal  7  . . . 
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Pasal  7 
 

(1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (10), Lembaga 
Penyiaran Ber langganan wajib melalu i masa u ji coba 
siaran paling lama 6 (enam) bu lan untuk  jasa penyiaran 
ber langganan radio dan paling lama 1 (satu ) tahun untuk  
jasa penyiaran ber langganan televisi, sebelum memperoleh 
izin tetap penyelenggaraan penyiaran dar i Menter i. 

  
(2) Masa u ji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

termasuk digunakan untuk  pelaksanaan pembangunan 
infrastruk tu r , pengurusan proses penetapan frekuensi, 
pelaksanaan u ji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan 
u ji coba siaran. 

 
(3) Setelah melalu i masa u ji coba siaran dan menyatakan siap 

untuk  dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan 
kepada Menter i untuk  dilakukan evaluasi penyelenggaraan 
u ji coba siaran. 

 
(4) Untuk  melaksanakan evaluasi penyelenggaraan u ji coba 

siaran dibentuk  t im u ji coba siaran yang terdir i atas unsur  
Pemer intah terkait  dan KPI yang ditetapkan oleh Menter i. 

 
(5) Selama masa u ji coba siaran Lembaga Penyiaran 

Berlangganan tidak boleh: 
a. menyelenggarakan siaran ik lan, kecuali siaran ik lan 

layanan masyarakat; 
b. memungut biaya yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan penyiaran. 
 

(6) Kr iter ia tentang penetapan lu lus masa u ji coba siaran yang 
melipu t i: 
a. persyaratan administrasi; 
b. program siaran; dan 
c. data teknik  penyiaran; 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (3). 

 
(7) Masa u ji coba siaran berakhir  setelah Lembaga Penyiaran 

Ber langganan: 
a. dinyatakan lu lus oleh t im u ji coba siaran karena telah 

memenuhi k r iter ia sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) 
dan ayat (6); 

 
b. dinyatakan . . . 
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b. dinyatakan t idak  lu lus oleh t im u ji  coba siaran karena 
sampai batas waktu  6 (enam) bu lan masa u ji coba 
siaran untuk  Lembaga Penyiaran Ber langganan jasa 
penyiaran radio dan 1 (satu ) tahun untuk  Lembaga 
Penyiaran Ber langganan jasa penyiaran televisi t idak  
dapat memenuhi k r iter ia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6); 

c. dinyatakan t idak  lu lus oleh t im u ji coba siaran karena 
sampai batas waktu  6 (enam) bu lan masa u ji coba 
siaran untuk  Lembaga Penyiaran Ber langganan jasa 
penyiaran radio dan 1 (satu ) tahun untuk  Lembaga 
Penyiaran Ber langganan jasa penyiaran televisi telah 
melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diber ikan 
per ingatan ter tu lis sebanyak 2 (dua) kali. 

 
(8) Menter i menerbitkan kepu tusan izin tetap 

penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) 
har i ker ja setelah u ji coba siaran dinyatakan lu lus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huru f a. 

 

(9) Menter i mencabut kepu tusan izin penyelenggaraan 
penyiaran paling lambat 14 (empat belas) har i ker ja setelah 
u ji coba siaran dinyatakan t idak  lu lus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huru f b dan huru f c. 

 

(10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) atau kepu tusan pencabutan izin 
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) disampaikan kepada Pemohon melalu i KPI.  

 

(11) Ketentuan lebih lanju t  mengenai k r iter ia penetapan lu lus 
masa u ji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diatu r  dengan Peratu ran Menter i. 

 
 

Bagian Keempat 
Jangka Waktu  dan Pencabutan Izin 

 
Pasal  8 

 
(1) Jangka waktu  ber lakunya izin penyelenggaraan penyiaran 

adalah: 
a. 5 (l ima) tahun untuk  izin penyelenggaraan penyiaran 

ber langganan radio; 
b. 10 (sepu luh) tahun untuk  izin penyelenggaraan 

penyiaran ber langganan televisi. 
 

(2) Jangka . . . 



   

-  9  - 

 

  

(2) Jangka waktu  ber lakunya izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang. 

 

(3) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabu t oleh Menter i 
apabila Lembaga Penyiaran Ber langganan : 
a. melanggar ketentuan penggunaan spek trum frekuensi 

radio dan/ atau  wilayah jangkauan siaran yang 
ditetapkan; 

b. atas laporan KPI dinyatakan t idak  melakukan kegiatan 
siaran lebih dar i 3 (t iga) bu lan ber tu ru t-tu ru t  tanpa 
pember itahuan; 

c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran 
kepada pihak  lain; 

d. melanggar ketentuan rencana dasar  teknik  penyiaran 
dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau  

e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran 
yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya pu tusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

(4) Pencabutan izin atas dasar  pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huru f b, huru f c, dan huru f e, 
dilaksanakan oleh Menter i atas dasar  rekomendasi KPI. 

 

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir  
karena habis masa izin dan t idak  diperpanjang kembali 
oleh Pemohon. 
 
 

Bagian Kelima 
Perpanjangan Izin 

 
Pasal  9 

 
(1) Paling lambat 1 (satu ) tahun sebelum berakhirnya izin 

penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan 
permohonan perpanjangan izin ter tu lis kepada Menter i 
melalu i KPI dengan mengisi formu lir  yang disediakan dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Peratu ran Pemer intah in i.  
 

(2) Jangka waktu  ber lakunya perpanjangan izin 
penyelenggaraan penyiaran adalah: 
a. 5 (l ima) tahun untuk  izin penyelenggaraan penyiaran 

ber langganan radio; 
b. 10 (sepu luh) tahun untuk  izin penyelenggaraan 

penyiaran ber langganan televisi. 
 

(3) Permohonan . . . 
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu ) berkas untuk  
Menter i dan 1 (satu ) berkas untuk  KPI dengan 
melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, 
dan data teknik  penyiaran sebagai ber iku t :   

    
a. Persyaratan administrat if: 

1. ak ta pendir ian perusahaan dan perubahannya 
beser ta pengesahan badan hukum; 

2. susunan dan nama pengurus penyelenggara 
penyiaran; 

3. daftar  media cetak , Lembaga Penyiaran Swasta jasa 
penyiaran radio, dan/ atau  Lembaga Penyiaran 
Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimilik i; 

4. fotokopi izin penyelenggaraan penyiaran 
sebelumnya; 

5. buk t i pembayaran terakhir  biaya izin 
penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak 
penggunaan frekuensi; 

6. jumlah yang menjadi pelanggan; 
7. laporan keuangan yang telah diper iksa oleh akuntan 

publik  bagi Lembaga Penyiaran Ber langganan yang 
telah menawarkan efeknya melalu i pasar  modal atau  
perusahaan publik . 

 
b. Program siaran: 

1. u raian tentang format salu ran, sumber mater i acara, 
dan khalayak  sasaran; 

2. jumlah salu ran/ program, nama program dan isi 
program yang telah disalu rkan; 

3. pola acara siaran har ian dan mingguan. 
 
c. Data teknik  penyiaran: 

1. daftar  inventar is sarana dan prasarana yang 
digunakan, termasuk peralatan pemancar, peralatan 
pengontrol u tama, peralatan t ransmisi dan 
distr ibusi; 

2. gambar tata ruang operasional, ruang kontrol dan 
ruang pemancar serta  gambar peta lokasi dan peta 
wilayah layanan siarannya, khusus untuk Lembaga  
Penyiaran Berlangganan melalui terestrial dilampirkan 
gambar kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin 
yang diperoleh.  

 
(4) Setelah  . . . 
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(4) Setelah mener ima berkas surat  permohonan perpanjangan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan 
pemer iksaan kelengkapan persyaratan program siaran 
sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huru f b. 

  
(5) Setelah mener ima berkas surat  permohonan perpanjangan 

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menter i 
melakukan pemer iksaan kelengkapan persyaratan 
administrasi dan data teknik  penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huru f a dan huru f c. 

 
(6) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan 

perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) 
t idak  dipenuhi, KPI dan/ atau Menter i member itahukan 
secara ter tu lis kepada Pemohon atau  kuasanya agar 
persyaratan tersebu t dilengkapi paling lambat 15 (l ima 
belas) har i ker ja terhitung sejak  tanggal diter imanya surat  
pember itahuan. 

 
(7) Dalam jangka waktu  paling lama 15 (l ima belas) har i ker ja 

terhitung sejak  dipenuhinya persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi 
kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan 
disampaikan kepada Menter i. 

 
(8) Menter i dalam jangka waktu  paling lama 15 (l ima belas) 

har i ker ja terhitung sejak  diter imanya rekomendasi 
kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dar i 
KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang 
KPI dan instansi terkait  untuk  mengadakan Forum Rapat  
Bersama. 

 
(9) Menter i dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap 

permohonan yang belum memperoleh rekomendasi 
kelayakan setelah 30 (t iga pu luh) har i ker ja sejak  
diter imanya permohonan oleh Menter i. 

 
(10) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat  

(8) diselenggarakan dalam rangka pember ian persetu juan 
atau  penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran melalu i penilaian bersama terhadap 
rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan 
penyiaran dar i KPI dan terpenuhinya persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada 8 ayat  (3).   

 
 

(11) Menter i . . . 
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(11) Menter i menerbitkan kepu tusan persetu juan atau  
penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 
sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama.  

 
(12) Keputusan persetu juan atau  penolakan perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada  
ayat  (11) wajib diterbitkan oleh Menter i paling lambat 30 
(t iga pu luh) har i ker ja sejak  ada kesepakatan dar i Forum 
Rapat Bersama. 

 
(13) Keputusan persetu juan atau  penolakan perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(12) disampaikan kepada Pemohon melalu i KPI.  
 
 

Bagian  Keenam 
Biaya Per izinan 

 
Pasal  10 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib membayar biaya 

izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak  penggunaan 
frekuensi ser ta perpanjangannya melalu i kas negara. 

 
(2) Biaya per izinan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

ditetapkan sesuai peratu ran perundang-undangan yang 
ber laku . 
 

 
Bagian Ketu juh 

Perubahan Nama, Domisil i, Pengurus,  
dan Anggaran Dasar, ser ta Perubahan  

Lokasi Pemancar dan Frekuensi 
 

Pasal  11 
 

(1) Set iap perubahan nama, domisil i, susunan pengurus, 
dan/ atau  anggaran dasar  Lembaga Penyiaran 
Ber langganan harus ter lebih dahu lu  dilaporkan kepada 
Menter i sebelum mendapat pengesahan dar i Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS).  
 

(2) Set iap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapatkan persetu juan dar i pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-
undangan yang ber laku . 

 
(3) Lembaga  . . . 
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(3) Lembaga Penyiaran Ber langganan dapat mengajukan 
perubahan lokasi pemancar yang ter tera dalam izin 
penyelenggaraan penyiarannya kepada Menter i untuk  
mendapatkan persetu juan.  

  
(4) Lembaga Penyiaran Ber langganan dapat mengajukan 

perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang ter tera 
dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menter i 
untuk  mendapatkan izin.   

 
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diber ikan setelah 

mendapat rekomendasi dar i KPI. 
 

(6) Untuk  menerbitkan persetu juan dan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (3) dan ayat (4), Pemohon mengajukan 
permohonan ter tu lis kepada Menter i dengan mengisi 
formu lir  yang disediakan dan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Peratu ran Pemer intah in i. 
 

(7) Ketentuan lebih lanju t  mengenai  tata cara pelaporan, 
perubahan lokasi pemancar ser ta alokasi dan penggunaan 
frekuensi Lembaga Penyiaran Ber langganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat  (3) dan ayat (4) diatu r  dengan 
Peratu ran Menter i. 

 
 
 

BAB III 
 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN 
 

Bagian Pertama 
Kewajiban Penyelenggara Penyiaran 

 
Pasal  12 

 
Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran 
Ber langganan harus: 
a. mempunyai izin atas set iap program siaran dalam set iap 

salu ran; 
b. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang 

akan disiarkan dan/ atau  disalu rkan; 
c. menyediakan paling sedik it  10% (sepu luh perseratus) dar i 

kapasitas salu ran untuk  menyalu rkan program dar i 
Lembaga Penyiaran Publik  dan Lembaga Penyiaran Swasta; 
dan 

 
d. menyediakan . . . 
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d. menyediakan 1 (satu) salu ran siaran produksi dalam neger i 
berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar  neger i 
atau  paling sedik it  1 (satu ) salu ran siaran produksi dalam 
neger i.   

 
Pasal  13 

 
Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i satelit , sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) huru f a harus memenuhi 
ketentuan sebagai ber iku t : 
a. memilik i jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. memilik i stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia; 
c. memilik i stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di 

Indonesia; 
d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di 

Indonesia; dan 
e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. 

  
Pasal  14 

 
Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i kabel dan melalu i 
terestr ial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) huru f b 
dan huru f c, harus memenuhi ketentuan sebagai ber iku t : 

a. memilik i jangkauan siaran yang melipu t i satu  daerah 
layanan sesuai dengan izin yang diber ikan; dan 

b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. 
 

Pasal  15 
 

Lembaga Penyiaran Ber langganan dalam menyediakan sistem 
dan jar ingan untuk  menyelenggarakan siaran ber langganan 
dapat beker ja sama dengan penyelenggara jar ingan 
telekomunikasi atau  dapat menggelar  jar ingan sendir i sesuai 
dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan yang 
ber laku . 
   

Pasal  16 
 

Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib memenuhi setiap 
permohonan calon pelanggan penyiaran berlangganan yang telah 
memenuhi syarat berlangganan sepanjang sistem dan jaringan 
untuk menyelenggarakan siaran berlangganan tersedia. 

 
 

Pasal  17  . . . 
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Pasal  17 
  
Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib menyediakan 
perangkat pener ima siaran dan perangkat terminal yang terkait  
untuk  menyelenggarakan penyiaran ber langganan, 
dilaksanakan oleh instalatu r  yang memenuhi syarat  sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang ber laku . 

 
 

Bagian Kedua 
Isi Siaran 

 
Pasal  18 

 
(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, 

dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 
moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan 
kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya 
Indonesia.   

  
(2) Isi siaran wajib member ikan per lindungan dan 

pemberdayaan kepada khalayak  khusus, yaitu  anak-anak 
dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu  
yang tepat, dan Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib 
mencantumkan dan/ atau  menyebutkan k lasifikasi 
khalayak  sesuai dengan isi siaran. 

 
(3) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan t idak  boleh 

mengutamakan kepent ingan golongan ter tentu . 
 
(4) Isi siaran dilarang: 

a. bersifat  fitnah, menghasu t, menyesatkan dan/ atau  
bohong; 

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau 

c. mempertentangkan suku , agama, ras, dan 
antargolongan. 

 
(5) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, 

melecehkan, dan/ atau  mengabaikan nilai-n ilai agama, 
martabat manusia Indonesia, atau  merusak  hubungan 
internasional. 

 
(6) Isi siaran wajib mengiku t i Pedoman Per ilaku  Penyiaran 

dan Standar Program Siaran yang dibuat dan ditetapkan 
oleh KPI khusus untuk  Lembaga Penyiaran Ber langganan. 

  
 Bagian Ket iga  . . . 
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Bagian Ket iga 
Klasifikasi Acara Siaran 

 
Pasal  19 

 
Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membuat k lasifikasi 
acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran yang dibuat oleh KPI khusus untuk  
Lembaga Penyiaran Ber langganan. 

 

 
Bagian Keempat 
Bahasa Siaran 

 
Pasal  20 

 
Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam 
bahasa aslinya dan khusus untuk Lembaga Penyiaran 
Ber langganan jasa penyiaran televisi harus diber i teks bahasa 
Indonesia atau secara selek t if disu lihsuarakan ke dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan keper luan mata acara 
ter tentu . 

  
Bagian Kelima 

Hak Siar  dan Ralat  Siaran 
 

Pasal  21 
 

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak  
siar . 

 
Pasal  22 

   
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib melakukan ralat  

apabila isi siaran dan/ atau  ber ita diketahu i terdapat 
kekeliruan dan/ atau  kesalahan atas isi siaran dan/ atau  
ber ita yang disiarkan. 

 

(2) Ralat  dilakukan dalam jangka waktu  kurang dar i 24 (dua 
pu luh empat) jam ber iku tnya, dan apabila t idak 
memungk inkan untuk  dilakukan, ralat  dapat dilakukan 
pada kesempatan per tama ser ta mendapat per lakuan 
u tama. 

 

(3)  Ralat  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t idak 
membebaskan tanggung jawab atau  tuntu tan hukum yang 
diajukan oleh pihak  yang merasa dirugikan.     

 
Bagian Keenam . . . 
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Bagian Keenam 
Arsip  Siaran 

 
Pasal 23 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib menyimpan bahan 

atau  mater i siaran paling sedik it  untuk  jangka waktu  1 
(satu ) tahun setelah disiarkan. 

 

(2) Bahan siaran yang memilik i n ilai sejarah, n ilai in formasi, 
atau  nilai penyiaran yang t inggi, wajib diserahkan untuk  
disimpan pada lembaga yang ditunjuk  untuk  menjaga 
kelestar iannya sesuai dengan peratu ran perundang-
undangan yang ber laku .  

 

(3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk  
keper luan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik  bahan 
siaran tersebu t sesuai dengan peratu ran perundang-
undangan yang ber laku . 
 

  
Bagian Ketu juh 

Siaran Ik lan 
 

Pasal  24 
 

(1) Mater i siaran ik lan harus sesuai dengan kode et ik  
per ik lanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI khusus 
untuk  Lembaga Penyiaran Ber langganan, dan peratu ran 
perundang-undangan yang ber laku . 

  

(2) Siaran ik lan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran 
untuk  anak-anak wajib mengiku t i standar siaran untuk  
anak-anak. 

 

(3)  Ik lan rokok  pada Lembaga Penyiaran Ber langganan hanya 
dapat disiarkan pada puku l 21.30 sampai dengan puku l 
05.00 waktu  setempat di mana lembaga penyiaran 
tersebu t berada. 

 

(4)  Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib menyediakan 
waktu  untuk  siaran ik lan layanan masyarakat yang 
dilakukan dalam waktu  yang tersebar mu lai dar i puku l 
05.00 sampai dengan puku l 22.00 waktu  setempat dengan 
harga khusus, atau  jika dalam keadaan darurat  ditetapkan 
oleh Pemer intah sesuai dengan keper luan. 
 

(5) Menter i  . . . 
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(5)  Mater i siaran ik lan wajib menggunakan sumber daya 
dalam neger i.  
 

(6)  Siaran ik lan asing yang ditayangkan dalam program-
program yang disalu rkan dar i luar  neger i harus digant i 
dengan siaran ik lan dalam neger i. 
 

 
Bagian Kedelapan 

Jasa Tambahan Penyiaran 
 

Pasal  25 
 

(1) Jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran 
Ber langganan dapat dilakukan setelah memperoleh izin 
Menter i. 

 
(2) Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran wajib 

menggunakan standar sistem dan memenuhi k iner ja 
teknik  yang ditetapkan. 

 
(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai izin, standar sistem, dan 

k iner ja teknik  jasa tambahan penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatu r  dengan 
Peratu ran Menter i. 

  
Bagian Kesembilan 
Biaya Ber langganan 

 
Pasal  26 

 
Lembaga Penyiaran Ber langganan berhak  memungut iu ran 
ber langganan. 

 
 

Bagian Kesepu luh 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan  

Lembaga Penyiaran Ber langganan 
 

Pasal  27 
 

Pimpinan badan hukum Lembaga Penyiaran Ber langganan 
ber tanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan 
penyiaran dan wajib menunjuk  penanggung jawab atas t iap-
t iap program yang dilaksanakan. 

 
BAB  IV  . . . 
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BAB  IV 
 

PERMODALAN 
 

Bagian  Per tama 
Kepemilikan Saham 

 
 

Pasal  28 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan didir ikan dengan modal 
awal selu ruhnya hanya dimilik i oleh warga negara 
Indonesia dan/ atau  badan hukum Indonesia yang selu ruh 
sahamnya dimilik i oleh warga negara Indonesia.  

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan dapat melakukan 

penambahan dan pengembangan dalam rangka 
pemenuhan modal yang berasal dar i warga negara asing 
dan/ atau  badan hukum asing, yang jumlahnya t idak  lebih  
dar i 20% (dua pu luh perseratus) dar i selu ruh modal yang 
ditempatkan dan disetor  penuh ser ta minimum dimilik i 
oleh dua pemegang saham. 
 

(3) Pembatasan kepemilikan saham oleh warga negara asing 
dan/ atau  badan hukum asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan baik  langsung maupun t idak  
langsung. 

 
(4) Paling sedik it  80% (delapan pu luh perseratus) dar i saham 

Lembaga Penyiaran Ber langganan harus tetap dimilik i 
warga negara Indonesia dan/ atau  badan hukum Indonesia 
yang selu ruh sahamnya dimilik i oleh warga negara 
Indonesia.  

 
(5) Set iap t ransaksi atas saham Lembaga Penyiaran 

Ber langganan yang menyebabkan kepemilikan pihak  asing 
melebih i 20% (dua pu luh perseratus) dar i selu ruh modal 
yang ditempatkan dan disetor  penuh wajib dikembalikan 
ke pagu  20% (dua pu luh perseratus) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

 
 
 
 

Bagian Kedua  . . . 
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Bagian  Kedua 
Penambahan dan Pengembangan Modal Asing bagi  

Lembaga Penyiaran Ber langganan yang Badan Hukumnya  
Berbentuk  Perseroan Terbatas (PT) Ter tu tup 

 
Pasal  29 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang badan hukumnya 

berbentuk  P.T. Ter tu tup jumlah kepemilikan saham 
sebesar 20% (dua pu luh perseratus) oleh warga negara 
asing dan/ atau  badan hukum asing dapat diperoleh 
melalu i investasi langsung. 

 
(2) Kepemilikan saham pada Lembaga Penyiaran 

Ber langganan melalu i investasi langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menter i.   

 
 

Bagian  Ket iga 
Penambahan dan Pengembangan Modal Asing bagi  

Lembaga Penyiaran Ber langganan Yang Badan Hukumnya  
Berbentuk  Perseroan Terbatas (PT) Terbuka 

 
Pasal  30 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang badan hukumnya 

berbentuk  P.T. Terbuka jumlah kepemilikan saham 
sebesar 20% (dua pu luh perseratus) oleh warga negara 
asing dan/ atau  badan hukum asing dapat diperoleh 
melalu i pasar  modal. 

 
(2) Kepemilikan saham pada Lembaga Penyiaran 

Ber langganan melalu i pasar  modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peratu ran 
perundang-undangan di pasar  modal dan ketentuan 
peratu ran perundang-undangan yang ber laku . 

  
Pasal 31 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang badan hukumnya 

berbentuk  P.T. Terbuka sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa 
efek  paling banyak  20% (dua pu luh perseratus) dar i 
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor  penuh. 

 
 

(2) Pencatatan . . . 
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(2) Pencatatan saham Lembaga Penyiaran Ber langganan di 
bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhitungkan saham yang sebelumnya telah dimilik i 
oleh warga negara asing dan/ atau  badan hukum asing. 

 

(3) Dalam hal saham Lembaga Penyiaran Ber langganan telah 
tercatat  di bursa efek  sebanyak 20% (dua pu luh 
perseratus), warga negara asing dan/ atau  badan hukum 
asing hanya dapat memilik i saham Lembaga Penyiaran 
Ber langganan melalu i pembelian saham Lembaga 
Penyiaran Ber langganan yang tercatat  di bursa efek . 

 

(4) Pembelian saham oleh warga negara asing dan/ atau  badan 
hukum asing melalu i bursa efek  dapat mencapai 100% 
(seratus perseratus) dar i jumlah saham Lembaga 
Penyiaran Ber langganan yang dicatatkan di bursa efek  dan 
minimum dimilik i oleh 2 (dua) pemegang saham warga 
negara asing dan/ atau  badan hukum asing. 
 

 
Bagian  Keempat 

Pelaporan 
 

Pasal  32 
 

(1) Set iap perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran 
Ber langganan yang dilakukan melalu i investasi secara 
langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan 
saham mayor itas atau  paling sedik it  5% (lima perseratus) 
dar i total modal yang ditempatkan dan disetor  penuh wajib 
dilaporkan oleh Lembaga Penyiaran Ber langganan kepada 
Menter i paling lambat 7 (tu juh) har i sejak  ter jadinya 
perubahan. 

 

(2) Dalam hal warga negara asing dan/ atau  badan hukum 
asing melakukan t ransaksi saham Lembaga Penyiaran 
Ber langganan melalu i bursa efek , kewajiban pelaporan 
pemodal kepada otor itas pasar  modal dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peratu ran di bidang pasar  modal dan 
tembusannya disampaikan kepada Menter i. 

  
Pasal  33 

 
(1)  Lembaga Penyiaran Ber langganan yang melakukan 

penambahan dan pengembangan modal melalu i pasar  
modal wajib ter lebih dahu lu  memberikan kesempatan 
kepemilikan atas saham tersebu t untuk  karyawan. 

(2) Pember ian . . . 
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(2)  Pember ian kesempatan kepemilikan atas saham untuk  
karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan peratu ran perundang-
undangan yang ber laku . 
 

Pasal  34 
 

Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib member ikan bagian 
laba perusahaan kepada karyawan. 

 
 

BAB V 
 

PEMBATASAN KEPEMILIKAN SILANG 
 

Pasal  35 
 

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Ber langganan, 
perusahaan media cetak , dan Lembaga Penyiaran Swasta baik  
langsung maupun t idak  langsung dibatasi sebagai ber iku t  : 

a. 1 (satu ) Lembaga Penyiaran Ber langganan dan 1 (satu ) 
Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dengan 1 
(satu ) perusahaan media cetak  di wilayah yang sama; atau  

b. 1 (satu ) Lembaga Penyiaran Ber langganan dan 1 (satu ) 
Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 
(satu ) perusahaan media cetak  di wilayah yang sama; atau   

c. 1 (satu ) Lembaga Penyiaran Ber langganan dan 1 (satu ) 
Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 
(satu ) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio di 
wilayah yang sama. 

  
  

BAB  VI 
 

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS  
PERANGKAT PENYIARAN 

 
Bagian  Per tama 

Rencana Dasar Tekn ik  Penyiaran dan  
Rencana Induk  Frekuensi Radio 

 
Pasal  36 

 
(1)  Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib menatat i rencana 

dasar  teknik  penyiaran. 
 

(2) Rencana  . . . 
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(2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian 
stasiun penyiaran sebagai berikut: 
a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan 

mempert imbangkan perkembangan teknologi 
penyiaran, kecenderungan permintaan pasar , ekonomi, 
sosial, budaya, dan kondisi l ingkungan lainnya; 

b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan 
wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spek trum 
frekuensi penyiaran, pemanfaatan teknologi baru , dan 
penggelaran infrastruk tu r  penyiaran; 

c. pedoman mengenai daftar  u ji pemer iksaan sendir i; 
d. pedoman pengamanan dan per lindungan sistem 

peralatan terhadap lingkungan. 
 

(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai rencana dasar  teknik  
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan dengan Peratu ran Menter i setelah 
mempert imbangkan masukan dar i inst itusi terkait .  

 
Pasal  37 

 
(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib mengikuti ketentuan 

teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio 
untuk penyelenggaraan penyiaran. 

 
(2) Rencana induk  frekuensi radio sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengatu ran 
salu ran frekuensi radio untuk  penyiaran. 

 
(3) Rencana induk  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 

ditetapkan dengan Peratu ran Menter i. 

  
Bagian Kedua 

Persyaratan Teknis Alat , Perangkat Penyiaran, dan  
Ser t ifikasi Alat  dan Perangkat 

 
Pasal  38 

 
(1) Perangkat t ransmisi penyiaran yang digunakan atau 

dioperasikan untuk  keper luan penyelenggaraan penyiaran 
wajib memilik i Standar Nasional dan memenuhi 
persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peratu ran 
perudang-undangan yang ber laku . 

 
 

(2) Dalam  . . . 
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(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, 
Menter i menetapkan persyaratan teknis perangkat 
t ransmisi yang digunakan. 

 

(3) Penetapan persyaratan teknis perangkat t ransmisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas 
dasar  : 
a. hasil pengembangan industr i, inovasi ser ta rekayasa 

teknologi penyiaran, dan telekomunikasi nasional; 
b.  adopsi standar internasional atau  standar regional; 

atau  
c.  adaptasi standar internasional atau  standar regional. 
 

(4) Alat  dan perangkat penyiaran yang digunakan 
mengutamakan produksi dalam neger i. 
 

Pasal  39 
 

Set iap perangkat t ransmisi yang dibuat, dirak it , 
diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia untuk  keper luan 
penyiaran wajib diser t ifikasi sesuai dengan peratu ran 
perundang-undangan yang ber laku . 

 
 

Bagian Ket iga 
Pengamanan dan Per lindungan 

 
Pasal  40 

 
Jar ingan t ransmisi siaran ser ta sarana dan prasarana 
penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan 
per lindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan 
peratu ran perundang-undangan yang ber laku . 

 
  

Bagian Keempat 
Wilayah Jangkauan Siaran 

 
Pasal  41 

 
(1)  Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyiaran 

Ber langganan melalu i satelit , kabel, dan terestr ial adalah 
wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diber ikan, 
yang dalam wilayah tersebu t dijamin bahwa sinyal dapat  
diter ima dengan baik  dan bebas dar i gangguan atau  
inter ferensi sinyal frekuensi radio lain. 

(2) Khusus  . . . 
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(2) Khusus Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i kabel 
yang akan memper luas jangkauan wilayah layanannya 
wajib member ikan laporan kepada Menter i. 

 
 

BAB VII 
 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Bagian Pertama 
Pember ian Sanksi Administrat if 

 
Pasal  42 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang menyelenggarakan 

siaran ik lan dan/ atau  memungut  biaya selama masa u ji 
coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat  (5) 
huru f a dan b dikenai sanksi administrasi berupa teguran 
ter tu lis. 

 

(2)  Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administrat if berupa 
pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.   

 
 

Pasal  43 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak  mengajukan 
permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 
dalam jangka waktu  paling lambat 1 (satu ) tahun sebelum 
berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat  (1) dikenai sanksi 
administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 

(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua)  kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
t idak  diber ikan perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran.   
 

Pasal  44 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru f a, 
huru f b, huru f c dan/ atau  huru f d dikenai sanksi 
administrasi berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Dalam  . . . 
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(2) Dalam hal Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah 
mendapat teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if 
berupa pembekuan kegiatan siaran untuk  waktu  paling 
lama 3 (t iga) bu lan sampai dipenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru f a, huru f b, 
huru f c dan/ atau  huru f d. 

 
 

Pasal  45 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i satelit  yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huru f a dan/ atau  huru f d dikenai sanksi administrat if 
berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebayak  2 (dua) kal i dikenai sanksi administrat if berupa 
denda administrat if paling banyak  Rp.500.000.000,00 
(l ima ratus ju ta rupiah). 

  
 

Pasal  46 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i satelit  yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huru f b, huru f c dan/ atau  huru f e dikenai sanksi 
administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administrat if berupa 
pembekuan kegiatan  siaran untuk  waktu  paling lama 3 
(t iga) bu lan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huru f b, huruf c dan/ atau  huru f 
e. 

 
 

Pasal  47 
 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i kabel dan 

melalu i terestr ial yang melanggar ketentuan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huru f a dan/ atau  huru f b 
dikenai sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
 

(2) Lembaga  . . . 
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(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administrat if berupa 
pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (t iga) bu lan 
sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huru f a  dan/ atau  huru f b. 

 

 
Pasal  48 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan dalam 

menyelenggarakan jasa penyiaran ternyata isi siarannya 
t idak  member ikan per lindungan dan pemberdayaan 
kepada anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata 
acara pada waktu  yang t idak  tepat dan t idak  
mencantumkan dan/ atau  menyebutkan k lasifikasi 
kelayakan sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat  (2) dikenai sanksi administrat if 
berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (2).      

 
 

Pasal  49 
 

Lembaga Penyiaran Ber langganan dalam menyelenggarakan 
jasa penyiaran isi siarannya t idak  menjaga netralitas dan 
mengutamakan kepent ingan golongan ter tentu  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (3) dan/ atau  t idak  mengiku t i  
Pedoman Per ilaku  Penyiaran dan Standar Program Siaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (6) dikenai sanksi 
administrat if berupa penghent ian sementara mata acara yang 
bermasalah  setelah melalu i tahap ter tentu . 

 
 

Pasal  50 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak  melaksana-
kan siarannya sesuai dengan k lasifikasi acara siaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi 
administrat if berupa teguran ter tu lis. 

(2)  Lembaga  . . . 
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(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19.      

  
 

Pasal  51 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan dalam 
menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dalam mata 
acara berbahasa asing t idak  member i teks bahasa 
Indonesia atau  secara selek t if menyu lihsuarakan ke dalam 
Bahasa Indonesia sesuai dengan keper luan mata acara 
ter tentu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai 
sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20.      
 

 
Pasal  52 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan dalam menayangkan 

acara siaran t idak  mencantumkan hak  siar  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administrat if 
berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21. 

 
 

Pasal  53 
 

(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak  melakukan 
ralat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat  (1) 
dikenai sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

  
(2) Lembaga . . . 
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(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 1 (satu ) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat  (1). 

Pasal  54 
 
Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak  menyimpan 
bahan atau  mater i siaran paling sedik it  untuk  jangka 
waktu  1 (satu ) tahun setelah disiarkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat  (1) dikenai sanksi 
administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
Pasal  55 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang menyiarkan siaran 

ik lan niaga pada mata acara siaran untuk  anak-anak t idak  
mengiku t i standar siaran untuk  anak-anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (2) dikenai sanksi 
administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara siaran ik lan niaga yang 
bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (2). 

 
Pasal  56 

 
Lembaga Penyiaran Ber langganan yang menyelenggarakan 
siaran ik lan rokok  di luar  ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 24 ayat  (3) dikenai sanksi administrat if berupa  
denda administrat if untuk  jasa penyiaran radio paling banyak  
Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah), dan untuk  jasa 
penyiaran televisi paling banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  
miliar  rupiah). 

  
Pasal  57 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak  menyediakan 

waktu  untuk  siaran ik lan layanan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (4) dikenai 
sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga  . . . 
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(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  
teguran ter tu lis   sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi 
administrat if berupa denda administrat if untuk  jasa 
penyiaran radio paling banyak  Rp100.000.000,00 (seratus 
ju ta rupiah), dan untuk  jasa penyiaran televisi paling 
banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah). 

  
Pasal  58 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang mater i siaran 

ik lannya t idak  menggunakan sumber daya dalam neger i 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (5) dikenai 
sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 1 (satu ) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
denda administrat if untuk  jasa penyiaran radio paling 
banyak  Rp 50.000.000,00 (l imapu luh ju ta rupiah), dan 
untuk  jasa penyiaran televisi paling banyak  Rp 
500.000.000,00 (l imaratus ju ta rupiah). 

 
Pasal  59 

 
(1) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang t idak 

menggant ikan siaran ik lan asing dalam program-program 
yang disalu rkan dar i luar  neger i dengan siaran ik lan dalam 
neger i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (6) 
dikenai sanksi administrat if berupa teguran ter tu lis. 

 
(2) Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah mendapat  

teguran ter tu lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrat if berupa 
penghent ian sementara mata acara yang bermasalah   
sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat  (6). 

 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pember ian Sanksi Administrat if 

 
Pasal  60 

 
(1)  Penjatuhan sanksi administrat if sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, 
Pasal 47, dan Pasal 54 dilakukan oleh Menter i. 
 

(2) Penjatuhan . . .  
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(2)  Penjatuhan sanksi administrat if sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, 
Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 
59 dilakukan oleh KPI. 

(3)  Jangka waktu  pengenaan sanksi administrat if berupa 
teguran ter tu lis per tama dan kedua masing-masing 7 
(tu juh) har i kalender. 

 
Pasal  61 

 
(1)  Dalam hal Lembaga Penyiaran Ber langganan t idak  

melaksanakan denda administrat if sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45,  Pasal 56, Pasal 57,  dan Pasal 58 dalam 
jangka waktu  30 (t iga pu luh) har i setelah denda 
administrat if dijatuhkan, maka sanksi dit ingkatkan 
menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya 
kewajiban membayar denda administrat if. 

(2) Denda administrat if sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetorkan langsung ke kas negara. 

 
Pasal  62 

 
(1)  Lembaga Penyiaran Ber langganan yang dikenai sanksi 

administrat if dapat mengajukan keberatan. 

(2)  Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pengajuan 
keberatan terhadap penjatuhan sanksi administrat if 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 60 ayat  (1)   diatu r 
dengan Peratu ran Menter i. 

(3)  Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pengajuan 
keberatan terhadap penjatuhan sanksi administrat if 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 60 ayat  (2) diatu r 
dengan Peratu ran KPI. 

 
 

BAB VIII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  63 
 

Semua ketentuan peratu ran pelaksanaan yang mengatu r 
mengenai Lembaga Penyiaran Ber langganan dinyatakan tetap 
ber laku  sepanjang t idak  ber tentangan atau  belum digant i 
berdasarkan Peratu ran Pemer intah in i. 

 
Pasal  64  . . . 
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Pasal  64 

 
(1) Apabila sebelum ber lakunya Peratu ran Pemer intah in i 

kepemilikan modal asing atas saham Lembaga Penyiaran 
Ber langganan telah melebih i 20% (dua pu luh perseratus) 
dar i selu ruh modal, kelebihan kepemilikan saham modal 
asing wajib dikembalikan ke pagu  kepemilikan modal 
asing. 

 
(2) Kelebihan kepemilikan modal asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dialihkan kepada warga 
negara Indonesia dan/ atau  badan hukum Indonesia yang 
selu ruh sahamnya dimilik i oleh warga negara Indonesia 
dalam jangka waktu  paling lambat 5 (l ima) tahun sejak 
ditetapkan Peratu ran Pemer intah in i. 

 
(3) Dalam hal jumlah 20% (dua pu luh perseratus) kepemilikan 

saham atas modal asing pada Lembaga Penyiaran 
Ber langganan dimilik i oleh 1 (satu ) pemodal asing, 
pemodal asing yang bersangku tan wajib mengalihkan 
sebagian sahamnya kepada pemodal asing lain atau  
mengalihkan selu ruh sahamnya kepada warga negara 
Indonesia dan/ atau  badan hukum Indonesia paling lambat  
tanggal 28 Desember 2006.  

 
 
 

Pasal  65 
 

Lembaga Penyiaran Ber langganan yang sebelum ber lakunya 
Peratu ran Pemer intah in i telah memilik i Lembaga Penyiaran 
Swasta jasa penyiaran radio, dan Lembaga Penyiaran Swasta 
jasa penyiaran televisi, dan perusahaan media cetak  dalam 
wilayah yang sama wajib melepaskan salah satu  
kepemilikannya paling lambat pada tanggal 28 Desember 2006. 

 
 
 
 
 

BAB  X  . . . 
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BAB  X 
 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal  66 
 

(1)  Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran 
Berlangganan oleh satu orang atau satu badan hukum, yang 
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memilik i 
Lembaga Penyiaran Berlangganan lebih dari satu, atau 
Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran 
Swasta jasa penyiaran radio, atau Lembaga Penyiaran 
Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran 
televisi atau Lembaga Penyiaran Berlangganan dan media 
cetak, harus melaporkan kepemilikannya kepada Menteri.  

 
(2) Lembaga Penyiaran ber langganan yang telah memiliki izin 

penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/ atau izin 
penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari 
Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peratu ran 
Pemer intah in i diaku i keberadaannya dan harus 
melaporkan secara ter tu lis tentang keberadaannya kepada 
Menter i untuk  menyesuaikan izinnya menjadi izin 
penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.   

 
(3) Evaluasi dengar pendapat yang telah dilakukan oleh KPI 

atau  KPID di daerah sebelum dikeluarkannya Peratu ran 
Pemer intah in i diaku i keberadaannya sepanjang t idak  
ber tentangan dengan Peratu ran Pemer intah in i. 

 
 
 

BAB  XI 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  67 
 

Set iap Lembaga Penyiaran Ber langganan wajib melakukan 
penyesuaian dengan ketentuan Peratu ran Pemer intah in i sejak 
Peratu ran Pemer intah in i ditetapkan. 

 
 
 

Pasal  68  . . . 
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Pasal  68 

 
Peratu ran Pemer intah in i mu lai ber laku  pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar set iap orang mengetahu inya, memer intahkan 
pengundangan Peratu ran Pemer intah in i dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  Indonesia. 

 
 
 

Ditetapkan di Jakar ta 
pada tanggal 16 Nopember 2005 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

t td 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakar ta 
pada tanggal  16  Nopember 2005   
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                 REPUBLIK INDONESIA, 

 
  t td 

 
                    HAMID AWALUDIN 
 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 129  
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA 
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
 
 
 
 
 

ABDUL WAHID 
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  52  TAHUN 2005 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN 

LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN 

 
 

I. UMUM 
 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan 
masyarakat informasi yang mak in besar  tuntu tannya akan hak  untuk  
mengetahu i dan hak  untuk  memperoleh informasi. Informasi telah menjadi 
kebu tuhan pokok  bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas pent ing 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebu t telah 
membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di 
Indonesia. Penyiaran sebagai penyalu r  informasi dan pembentuk  pendapat 
umum, perannya mak in sangat strategis, teru tama dalam perkembangkan  
demokrasi di negara k ita. Penyiaran telah menjadi salah satu  sarana 
berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan 
pemer intah. 

 
Dengan diundangkan dan diber lakukannya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 dunia 
penyiaran k ita mengalami perubahan yang berar t i. Per tumbuhan penyiaran 
ber langganan radio dan televisi baik  di kota maupun di daerah akan 
meningkat. Hal itu  dimungk inkan dengan diizinkannya penyelenggaraan 
penyiaran ber langganan melalu i satelit , kabel, dan terestr ial, sehingga 
terbuka peluang bagi masyarakat untuk  berusaha di bidang penyiaran. Hal 
in i telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran dalam Bab III Bagian Ketu juh dengan judu l Lembaga Penyiaran 
Ber langganan.  
 
Lembaga Penyiaran Ber langganan merupakan lembaga penyiaran yang 
bersifat  komersial, berbentuk  badan hukum Indonesia, yang bidang 
usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran ber langganan. Lembaga 
Penyiaran Ber langganan didir ikan dengan modal awal yang selu ruhnya 
dimilik i oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau  badan hukum Indonesia.  
 
 

Ketentuan  . . . 
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Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran Ber langganan diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 25, 
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan pasal-pasal lain yang terkait . 
Bentuk  peratu ran perundang-undangan yang mengatu r  Lembaga Penyiaran 
Ber langganan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 adalah Peratu ran Pemer intah. Untuk  itu , sesuai  Pasal 5 ayat  (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 dan sesuai 
dengan Putusan Mahkamah Konst itusi Perkara Nomor 005/ PUU-1/ 2003 
tanggal 28 Ju li 2004 maka Peratu ran Pemer intah in i disusun oleh 
Pemer intah yang dikoordinasikan oleh Menter i yang ruang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informat ika termasuk di 
dalamnya pengatu ran di bidang penyiaran dan spek trum frekuensi radio 
untuk  keper luan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan 
mater i yang akan disusun yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran 
Ber langganan, yaitu  mengenai ketentuan umum, pendir ian dan per izinan, 
penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan silang, 
rencana dasar  teknik  dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, dan 
sanksi administrat if, ser ta ketentuan peralihan yang mengatu r  mengenai 
Lembaga Penyiaran Ber langganan yang telah ada sebelum ber lakunya 
Peratu ran Pemer intah in i. 

 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Ayat (1) 
  Huru f a 

   Cukup jelas. 
 
  Huru f b 
   Cukup jelas. 
 
  Huru f c 

Yang dimaksud dengan terestr ial adalah penyelenggaraan 
penyiaran, antara lain multipoint multichannel distribution 
system  (MMDS), local point multichannel distribution system 
(LMDS), dan siaran terestrial yang diacak. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 

Ayat  (3) . . . 
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 Ayat  (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 3 
  Ayat (1) 
  Huru f a 

   Cukup jelas. 
 
  Huru f b 
   Cukup jelas. 

   
  Huru f c 

Bidang usahanya harus dicantumkan secara tegas dalam 
ak ta pendir ian tentang jasa penyiaran ber langganan. 

  
  Huru f d 

Cukup jelas. 
 
 Ayat  (2) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  
  
 Ayat  (2) 

   Cukup jelas. 
 
 Ayat  (3) 

  Huru f a 
  Cukup jelas. 

 
  Huru f b 

   Angka 1 
Yang dimaksud dengan u raian tentang format salu ran 
adalah penjelasan dar i jenis siaran yang 
didistr ibusikan di set iap salu ran 
 

   Angka 2 
    Cukup jelas. 
 
   Angka 3 
    Cukup jelas. 

  Huru f c 
    Angka 1 

Cukup jelas. 
. 

Angka 2  . . . 
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Angka 2 
Agar t idak  mengak ibatkan ter jadinya inter ferensi 
maka dih indar i usu lan penempatan lokasi stasiun 
pemancar khusus untuk  Lembaga Penyiaran 
Ber langganan melalu i terestr ial yang antara lain   
berdekatan dengan bandar udara, fasil itas intelejen, 
dan kedu taan besar  negara sahabat. 

 
    Angka 3 

Spesifikasi teknik  adalah penggambaran kemampuan 
dar i peralatan yang digunakan baik  peralatan 
pengontrol u tama (master control), dist r ibusi maupun 
peralatan t ransmisi. 
Diagram blok  adalah gambar yang menunjukkan 
hubungan antara satu  peralatan dengan peralatan 
lain yang membentuk  satu  sistem. 
 

Angka 4 
Yang dimaksud dengan kontu r  diagram adalah 
gambar jangkauan wilayah berdasarkan kontu r  
permukaan tanah. 

 
Pasal 5 
    Ayat  (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Menteri dalam melakukan pemer iksaan kelengkapan persyaratan 
administrasi dan data teknik  penyiaran dapat dibantu  oleh 
Pemer intah Daerah dan unsur  Pemer intah Pusat di daerah yang 
ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang frekuensi 
radio. 

 
  Ayat  (3) 

Cukup jelas. 
    
   Ayat  (4)  

  Cukup jelas. 
 
   Ayat  (5)  

  Cukup jelas.  
     

   Ayat   (6) 
Alokasi dan penggunaan spekrum frekuensi radio 
diperuntukkan bagi Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i 
terestr ial. 

 
Ayat  (7) . . . 
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   Ayat   (7) 
    Cukup jelas. 
 

   Ayat   (8) 
Cukup jelas. 

 
  Ayat  (9)  

Cukup jelas. 
 
  Ayat  (10)  

Yang dimaksud dengan kepu tusan persetu juan izin 
penyelenggaraan penyiaran adalah izin pr insip untuk  
melakukan u ji coba siaran. 

 
  Ayat  (11)  

     Cukup jelas. 
 

  Ayat  (12)  
     Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
Yang dimaksud melebih i salu ran yang tersedia dalam rencana induk  
tentang frekuensi radio adalah bagi Lembaga Penyiaran Ber langganan 
melalu i terester ial. 

 
Pasal 7 

 Ayat (1) 
   Dalam hal Lembaga Penyiaran Ber langganan 

menyelenggarakan siaran televisi dan radio ber langganan 
dalam satu  paket program maka wajib melalu i masa u ji coba 
siaran paling lama 1 (satu ) tahun. 

 
 Ayat (2) 

Pengurusan proses penetapan frekuensi hanya ber laku  untuk  
Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i terestr ial. 

 
 Ayat  (3) 

    Cukup jelas. 
 
 Ayat  (4) 

    Cukup jelas. 
 
 Ayat  (5) 

    Cukup jelas. 
 
 Ayat  (6) 

    Cukup jelas. 
Ayat (7) . . . 



   

-  6  - 

 

  

 Ayat  (7) 
   Cukup jelas. 

 
 Ayat  (8) 

   Cukup jelas. 
 
 Ayat  (9) 

    Cukup jelas. 
 
 Ayat  (10) 

    Cukup jelas. 
 
 Ayat  (11) 

    Cukup jelas. 
 
 Pasal 8 

  Ayat (1)  
Bila Lembaga Penyiaran Ber langganan jasa penyiaran televisi 
dan radio dalam satu  paket maka izinnya ber laku  untuk  jangka 
waktu  10 (sepu luh) tahun. 

 
  Ayat  (2) 
    Cukup jelas. 
 
  Ayat  (3)  

   Huru f a   
Ketentuan in i ber laku  untuk  Lembaga Penyiaran 
Ber langganan melalu i terestr ial dalam hal melanggar 
penggunaan spek trum frekuensi radio dan/ atau  wilayah 
jangkauan siaran, dan t idak  memenuhi kewajiban 
membayar biaya hak  penggunaan frekuensi sesuai 
dengan peratu ran perundang-undangan yang ber laku , 
sedangkan untuk  penyiaran ber langganan melalu i kabel 
dalam hal melanggar wilayah jangkauan siaran.  

 
  Huru f b 

Yang dimaksud dengan tanpa pember itahuan adalah 
lembaga penyiaran tersebu t t idak  melaporkan secara 
ter tu lis kepada KPI. 

 
  Huru f c 

   Cukup jelas. 
 

  Huru f d 
  Cukup jelas. 
 
 

Huru f e . . . 
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  Huru f e 
  Cukup jelas. 

 
  Ayat  (4) 

  Cukup jelas. 
 
  Ayat  (5) 

Cukup jelas. 
 
 Pasal 9 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat  (2) 
Bila penyelenggara penyiaran ber langganan radio dan televisi 
dalam satu  paket maka perpanjangan izinnya ber laku  untuk 
jangka waktu  10 (sepu luh) tahun. 

 
 Ayat (3)    

   Cukup jelas. 
 
  Ayat  (4) 

 Cukup jelas. 
 
  Ayat  (5) 

Menteri dalam melakukan pemer iksaan kelengkapan 
persyaratan administrasi dan data teknik  penyiaran dapat 
dibantu  oleh Pemer intah Daerah dan unsur  Pemer intah Pusat 
di daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang frekuensi radio. 

 
  Ayat  (6) 

   Cukup jelas. 
 
  Ayat  (7) 

   Cukup jelas. 
 
   Ayat  (8) 

   Cukup jelas. 
 
   Ayat  (9) 

   Cukup jelas. 
 
 Ayat  (10) 

   Cukup jelas. 
  
 

Ayat  (11) . . . 
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 Ayat  (11) 
   Cukup jelas. 
   
  Ayat  (12) 

   Cukup jelas. 
 
 Ayat  (13) 

   Cukup jelas. 
  
 Pasal 10 

  Ayat (1) 
Biaya izin penyelenggaraan penyiaran terdir i dar i biaya izin 
pr insip penyelenggaraan penyiaran untuk  melakukan u ji coba 
siaran, dan biaya izin tetap penyelenggaraan penyiaran. 
 
Pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak  
penggunaan frekuensi (Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i 
terestr ial) ser ta perpanjangannya merupakan pener imaan negara 
bukan pajak  (PNBP) dan harus disetorkan ke kas negara. 
Pemohon dapat mener ima surat  izin tetap penyelenggaraan 
penyiaran atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 
setelah menunjukkan bukti pembayaran izin tersebut. 

 
 Ayat  (2) 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 11 
Ayat  (1) 

Yang dimaksud dengan ter lebih dahu lu  dilaporkan kepada Menter i 
adalah untuk  dilakukan evaluasi atas usu lan perubahan nama, 
domisil i, susunan pengurus, dan anggaran dasar  Lembaga 
Penyiaran Ber langganan tersebu t sebelum mendapat pengesahan 
dar i Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 
Ayat  (2) 

Persetu juan dar i pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peratu ran perundang-undangan yang ber laku , 
misalnya persetu juan untuk  perubahan anggaran dasar  perseroan 
terbatas (PT) dilakukan oleh menter i yang ber tanggungjawab di 
bidang hukum. 

 
 Ayat  (3) 

Perubahan lokasi pemancar hanya ber laku  bagi Lembaga 
Penyiaran Ber langganan melalu i terestr ial. 

 
 

Ayat  (4) . . . 
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 Ayat  (4) 
Perubahan frekuensi hanya ber laku  bagi Lembaga Penyiaran 
Ber langganan melalu i terestr ial. 

 
  Ayat  (5) 

  Cukup jelas. 
 
  Ayat  (6) 

  Cukup jelas. 
 

  Ayat  (7) 
  Cukup jelas. 

 
 Pasal 12 

 Huru f a 
 Izin diber ikan pada saat pengajuan permohonan pendir ian 

maupun pada set iap penambahan program siaran dalam set iap 
salu ran dengan memperhat ikan Pedoman Per ilaku  Penyiaran dan 
Standar Program Siaran. 

 
 Huru f b 

 Cukup jelas. 
 

 Huru f c 
 Cukup jelas. 

 
 Huru f d 

Apabila 10% (sepu luh perseratus) dar i kapasitas merupakan 
angka pecahan, angka dibu latkan ke atas. 
Contohnya, 10% (sepu luh perseratus) untuk  kapasitas 24 (dua 
pu luh empat) salu ran berar t i harus disediakan 3 (t iga) salu ran 
siaran produksi dalam neger i. 

 
 Pasal 13 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 14 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 15 

 Ker ja sama dapat berupa ker ja sama teknis atau  ker ja sama lainnya. 
 
 Pasal 16 

Apabila dalam suatu  wilayah layanan siaran ber langganan telah 
tersedia sistem dan jar ingan, penyelenggara Lembaga Penyiaran 
Ber langganan wajib memenuhi permintaan pelanggan baru . 

 
Pasal  17  . . . 
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 Pasal 17 
Instalasi perangkat pener ima siaran dan perangkat terminal 
dilaksanakan oleh instalatu r  yang memenuhi syarat , dimaksudkan 
untuk  melindungi konsumen agar memperoleh kualitas pener imaan 
siaran yang baik . 

  
 Pasal 18 
  Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
   
  Ayat  (2) 

Cukup jelas. 
  
 Ayat (3) 

Yang dimaksud golongan tertentu mencakup suku, agama, ras, dan 
antar golongan polit ik , ekonomi, kelompok yang bertikai. 

   
  Ayat  (4) 

Cukup jelas. 
 

  Ayat  (5) 
Cukup jelas. 
 

  Ayat  (6) 
Cukup jelas. 

 
 Pasal 19 

 Cukup jelas. 
 

 Pasal 20 
 Yang dimaksud dengan secara selek t if disu lihsuarakan adalah su lih  

suara hanya diperuntukan untuk  program anak-anak dan ilmu 
pengetahuan. 
Ketentuan in i diu tamakan bagi mata acara siaran dalam bentuk  
rekaman. 
Yang dimaksud dengan khusus Lembaga Penyiaran Ber langganan 
jasa penyiaran televisi harus diber i teks bahasa Indonesia hanya 
untuk  program film. 

 
 Pasal 21 

Kewajiban in i dimaksudkan untuk  melindungi hak kekayaan 
intelek tual dar i pemiliknya. 

 
 Pasal 22 

  Cukup jelas. 
 
 

Pasal  23  . . . 
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 Pasal 23 
  Ayat (1) 

Penyimpanan mater i siaran dimaksudkan untuk  menjaga 
kemungk inan ter jadinya tuntu tan atau  keberatan dar i pihak 
yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata 
acara ter tentu . 
Bahan atau  mater i siaran yang wajib disimpan adalah bahan 
atau  mater i siaran untuk  jenis acara siaran ber ita atau  siaran 
kata. 

   
  Ayat  (2) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat  (3) 

  Cukup jelas. 
 
 Pasal 24 

 Ayat  (1) 
  Cukup jelas. 

 
Ayat  (2) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat  (3) 

Ketentuan mengenai siaran ik lan t idak  diber lakukan bagi siaran 
langsung dar i luar  neger i, sepert i ik lan rokok  pada siaran 
langsung sepak bola dar i luar  neger i. 

 
Ayat   (4) 
 Yang dimaksud dengan harga khusus adalah harga dalam 

bentuk  potongan harga maksimal atau  cuma-cuma yang 
mencerminkan kewajiban dar i lembaga penyiaran dimaksud, 
yang memanfaatkan ranah publik  dalam penyelenggaraan 
penyiarannya. 
Yang dimaksud dalam waktu  yang tersebar adalah 
penayangannya dilakukan dalam kurun waktu  antara puku l 
05.00 sampai dengan puku l 22.00 waktu  setempat sehingga 
penayangannya t idak  ter tumpuk pada jam yang sama. 
   

Ayat   (5) 
Yang dimaksud dengan sumber daya dalam neger i adalah 
pemeran dan latar  belakang produk  ik lan, bersumber dar i dalam 
neger i.  

 
 Ayat   (6) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal  25  . . . 
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 Pasal 25 
Ayat (1) 
 Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa 

layanan berupa komunikasi data, mu lt imedia, ataupun 
telekomunikasi lainnya di luar  jasa layanan u tama yang dapat 
diter ima dengan atau  tanpa perangkat tambahan pada perangkat 
pener ima siaran radio, televisi, atau  perangkat pener ima lainnya. 

 
Ayat  (2) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat  (3) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 26 

Besar iu ran ber langganan ditetapkan oleh Lembaga Penyiaran 
Ber langganan masing-masing, sesuai kontrak  ker janya dengan 
pelanggan. 
 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

 
Pasal  28 

Ayat  (1) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat  (2) 

Penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal 
yang berasal dar i modal asing adalah peningkatan modal yang 
disetor  oleh warga negara asing dan/ atau  badan hukum asing, 
termasuk perubahan kepemilikan warga negara asing dan/ atau  
badan hukum asing. 
Penambahan modal asing dapat dilaksanakan setelah masa u ji 
coba siaran berakhir  dan memperoleh izin tetap penyelenggaraan 
penyiaran, yaitu  paling cepat 6 (enam) bu lan untuk  Lembaga 
Penyiaran Ber langganan jasa penyiaran radio dan 1 (satu ) tahun 
untuk  Lembaga Penyiaran Ber langganan jasa penyiaran televisi. 

 
Ayat   (3) 

Ketentuan in i dimaksudkan untuk  menghindar i pengendalian 
secara  langsung maupun t idak  langsung oleh pemegang saham 
asing pada Lembaga Penyiaran Ber langganan di atas 20% (dua 
pu luh perseratus). 

 
Ayat  (4) 

  Cukup jelas. 
 

Ayat (5) . . . 
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Ayat   (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal  29 

  Cukup jelas. 
 

Pasal  30 
    Cukup jelas. 

 
Pasal  31 

Cukup jelas. 
 

Pasal  32 
Ayat  (1) 

Ketentuan in i dimaksudkan dalam rangka pengawasan 
kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Ber langganan oleh warga 
negara asing dan/ atau  badan hukum asing. 

 
Ayat  (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal  33 
 Cukup jelas. 

 
Pasal  34 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Media cetak  yang dimaksud adalah surat  kabar har ian. 
Kepemilikan silang yang dimaksud adalah kepemilikan saham. 

 
Pasal 36 
 Ayat (1) 

Rencana dasar  teknik  penyiaran adalah pedoman bagi 
penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh 
kualitas layanan siaran yang layak , mempermudah operasional 
antar lembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruk tu r  
penyiaran yang layak  (reasonable), ekonomis, ser ta t idak  
membahayakan keselamatan dan keamanan. 

 
  Ayat  (2) 
 Cukup jelas. 
 
  Ayat  (3) 

Inst itusi terkait  adalah instansi pemer intah maupun instansi 
non pemer intah yang ber tanggung jawab dan terkait  di bidang 
penyiaran. 

Pasal  37  . . . 
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Pasal 37 
 Ayat (1) 
   Ketentuan teknis yang ter tuang dalam rencana induk  frekuensi 

radio ber laku  bagi Lembaga Penyiaran Ber langganan melalu i 
terester ial. 

 
 Ayat  (2) 
   Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
 Ayat (1) 

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat 
t ransmisi ber tu juan untuk :  
a. mencegah saling mengganggu antara alat  dan perangkat 

penyiaran; 
b. melindungi masyarakat dar i kemungkinan kerugian ak ibat  

pemakaian alat  dan perangkat penyiaran yang t idak  sesuai 
dengan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat 
t ransmisi; 

c. mendorong industr i, inovasi, dan rekayasa teknologi 
penyiaran secara nasional. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 39 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 40 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 42 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
 Cukup jelas. 

Pasal 45 . . . 
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Pasal 45 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 47 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 49 

 Tahap ter tentu  yang dimaksud antara lain melipu t i k lar ifikasi dan 
evaluasi yang dilakukan oleh KPI. 

 
Pasal 50 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 51 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 52 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 54 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 55 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 57 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 58 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
 Cukup jelas. 
 

 
Pasal  60  . . . 
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Pasal 60 
 Cukup jelas.  
 
Pasal 61 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 62 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
 Cukup jelas. 
  
Pasal 64 

  Cukup jelas. 
  

Pasal 65 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 66 
 Ayat (1) 

Pelaporan tersebu t dimaksudkan untuk  data administrasi. 
 

 Ayat  (2) 
Cukup jelas. 

 
 Ayat  (3) 

Cukup jelas. 
 

 Pasal 67 
  Cukup jelas. 
   

 Pasal 68 
 Cukup jelas. 
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